[ SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) yang cenderung meningkat
dari waktu kewaktu, sehingga menimbulkan kerugian
material, dan telah berimplikasi pada aspek sosial,
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan langkah-
langkah cepat, tepat, fokus, terpadu serta sinergi
untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama
pelaku usaha dan usaha mikro kecil dan menengah
di Kabupaten Kutai Barat;

c. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) huruf a
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Bupati dapat
mengurangkan atau menghapus sanksi administratif
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang
terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan
karena kesalahannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penghapusan Sanksi Administratif Keterlambatan
Pembayaran Pajak Daerah Dampak Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas



Menetapkan :
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Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2010 Nomor 146) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat
Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Barat Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH DAMPAK PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA
adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah konstribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang sediakan oleh
restoran.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber
alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau
pemanfaatan air tanah.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan atau pengusahaan sarang burung walet.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun
pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Corona virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh severe Acute Respiratory
Syndrome — Corona Virus-2.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan
kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak tanpa dikenakan
sanksi administratif yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.

Peraturan Bupati ini bertujuan:
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a. mendorong partispasi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
Pajak pada saat pandemie COVID-19;

b. mengoptimalkan upaya penerimaan Daerah dari Pajak; dan
c. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan Pajak.
BAB II
SASARAN
Pasal 3

(1) Sasaran jenis pajak yang dihapus sanksi administratif Pajak Yang
Terutang, meliputi pajak daerah:

a. Pajak Hotel,;
Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;
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Pajak Reklame;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah; dan

Pajak Sarang Burung Walet.
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(2) Penghapusan sanksi administratif Pajak, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa penghapusan denda atas keterlambatan Pembayaran
Pajak sebesar 100% (seratus persen).

(3) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak menghilangkan kewajiban pembayaran Pajak Yang Terutang
oleh Wajib Pajak.

(4) Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya
berlaku ditahun berjalan.

Pasal 4

Penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dilakukan tanpa mekanisme
permohonan Wajib Pajak.

BAB III
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala BAPENDA melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan sanksi
administratif keterlambatan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bupati.

(2) Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dapat dievaluasi dan dilakukan penyesuaian
berdasarkan pertimbangan status keadaan darurat bencana non alam
wabah penyakit akibat COVID- 19 didaerah.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkannya Peraturan ini sampai dengan dicabutnya status
perpanjangan keadaan darurat bencana non alam penyakit akibat
COVID-19 didaerah.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Salinan sesuai dengan aslinya pada tanggal, 23 Desember 2021
Kepala Bagian Hukum

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

ADRIANUS JONIL, SH.. M.M
NIP. 19790713 200502 1 005

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
TTD

AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 50.
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